
 

 

 

PERKARA PENTING PERUSAHAAN 
 
Sepanjang tahun 2025 hingga semester I tahun 2026, PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak 
menghadapi perkara hukum yang berdampak material terhadap perusahaan. Adapun 
beberapa perkara yang masih berproses pada anak perusahaan telah ditangani sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memengaruhi secara material posisi maupun 
keberlangsungan usaha Pupuk Indonesia Group. 
 
 

DOKUMEN SELENGKAPNYA → 



Tata Kelola Perusahaan I Corporate Governance

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 
2025 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2025 adalah sebagai 
berikut:

Perkara Hukum yang Dihadapi PTPI
Legal Matters Faced by PTPI

Pokok Perkara
Case

Status Perkara
Case Status

Upaya Manajemen
Management Efforts

Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan
Impact/Risk to the Company

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Perkara Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan PTPI
Legal Cases Faced by PTPI Subsidiaries

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Pokok Perkara
Case

Status Perkara
Case Status

Upaya Manajemen
Management Efforts

Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan
Impact/Risk to the Company

PT Petrokimia 
Gresik (PKG)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

PT Pupuk Kujang 
(PKC)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

PT Pupuk 
Kalimantan Timur 
(PKT)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

PT Pupuk 
Iskandar Muda 
(PIM)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

PT Pupuk 
Sriwidjaja 
Palembang (PSP).

PSP mengajukan gugatan 
perdata atas dugaan 
wanprestasi yang dilakukan 
oleh Distributor Pupuk.
PSP filed a civil lawsuit 
alleging breach of contract by 
the Fertilizer Distributor.

Permohonan Peninjauan 
Kembali oleh Penggugat 
(Distributor Pupuk) di 
Mahkamah Agung.
Request for Judicial Review 
by the Plaintiff (Fertilizer 
Distributor) to the Supreme 
Court.

Melaksanakan 
penanganan perkara 
dengan berkoordinasi 
bersama konsultan 
hukum yang ditunjuk 
oleh PSP.
The case is being 
handled in coordination 
with a legal consultant 
appointed by PSP.

Nilai gugatan  
Rp. 2.122.568.597,-.
The amount of the lawsuit is 
Rp2,122,568,597.

PSP mengajukan gugatan 
perdata atas dugaan 
wanprestasi yang dilakukan 
oleh Distributor Pupuk  terkait 
Permasalahan Jual Beli Pupuk 
Bersubsidi
PSP filed a civil lawsuit 
alleging breach of contract by 
a fertilizer distributor related 
to subsidized fertilizer sales 
issues.

Pengadilan Negeri Gunung 
Sugih Kota Lampung, 
telah menerbitkan sita 
persamaan terhadap aset 
milik Distributor Pupuk dan 
saat ini menunggu proses 
eksekusi penjualan/Lelang 
terhadap aset Distributor.
The Gunung Sugih District 
Court in Lampung City 
issued a seizure order 
against assets belonging 
to the fertilizer distributor 
and is currently awaiting the 
execution of the sale/auction 
of the distributor’s assets.

Berkoordinasi secara 
intensif dengan 
konsultan hukum terkait 
pelaksanaan eksekusi.
Intensive coordination 
with legal consultants 
regarding the execution 
process underway.

Nilai gugatan  
Rp. 246.002.206,-.
The amount of the lawsuit is 
Rp246,002,206.

PT Rekayasa 
Industri (Rekind).

Perkara Perdata, Rekind 
menjadi Turut Tergugat dalam 
Gugatan Wanprestasi oleh 
vendor proyek RDMP.
In a civil case, Rekind is a 
co-defendant in a breach of 
contract lawsuit filed by a 
vendor for the RDMP project.

Perkara tersebut sedang 
ditangani oleh JO RDMP.
The case is being handled 
by the RDMP Joint 
Operations Office (JO).

Melaksanakan 
penanganan perkara 
dengan berkoordinasi 
bersama tim proyek 
untuk melengkapi 
data-data & dokumen 
pendukung.
The case is being 
handled in coordination 
with the project team 
to complete data and 
supporting documents.

Nilai gugatan Rp 18.428.979.086,-
The amount of the lawsuit is 
Rp18,428,979,086.

Perkara Hukum
Legal Cases

The details of the legal issues faced by the Company in 2025 or 
resolved in 2025 are as follows:



Perkara Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan PTPI
Legal Cases Faced by PTPI Subsidiaries

Anak Perusahaan
Subsidiaries

Pokok Perkara
Case

Status Perkara
Case Status

Upaya Manajemen
Management Efforts

Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan
Impact/Risk to the Company

Rekind menjadi Turut 
Tergugat dalam perkara 
Perdata Gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum (PMH) 
terkait dengan belum 
menerima pembayaran 
kompensasi.
Rekind is a co-defendant in 
a civil lawsuit for unlawful 
acts (PMH) related to unpaid 
compensation.

Perkara dalam proses 
Banding di tingkat 
Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta.
The case is under appeal at 
the Jakarta High Court.

Berkoordinasi dengan 
konsultan hukum.
Coordinating with legal 
counsel.

Nilai gugatan Rp 5.680.484.382.
The amount of the claim is 
Rp5,680,484,382.

Rekind menjadi Turut 
Tergugat dalam perkara 
Perdata Gugatan Wanprestasi  
terkait dengan Kesepakatan 
Konsumsi Material Fire 
Proofing Pyrocrete 40.
Rekind is a co-defendant 
in a civil lawsuit for breach 
of contract related to 
the agreement for the 
consumption of Pyrocrate 40 
fireproofing material.

Perkara dalam proses 
Kasasi di Tingkat 
Mahkamah Agung.
The case is currently under 
appeal at the Supreme 
Court.

Menghadiri setiap proses 
persidangan. 
Attended every hearing.

Nilai Gugatan Rp2.030.600.000. 
The amount of the lawsuit: 
Rp2,030,600,000.

PT Pupuk 
Indonesia Niaga 
(PIN)

Sengketa Arbitrase 
sehubungan dengan klaim 
ganti rugi atas transaksi jual 
beli batu bara.
Arbitration dispute regarding 
a claim for compensation 
for a coal sale and purchase 
transaction.

Proses mediasi di 
Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC) 
dan melakukan negosiasi 
atas jangka waktu 
pembayaran klaim.
Mediation process at the 
Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC) 
and negotiations regarding 
the claim payment period.

Berkoordinasi dengan 
konsultan hukum untuk 
melakukan negosiasi nilai 
klaim.
Coordination with legal 
consultant to negotiate 
the claim amount.

Memiliki dampak nilai klaim gugatan kurang 
lebih USD 957.931,60. 
The amount of the approximately USD 
957,931.60.

PT Pupuk 
Indonesia Logistik 
(PILOG)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

PT Pupuk 
Indonesia Pangan 
(PIP)

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Nihil
Nil

Perkara Hukum yang Dihadapi 
oleh Anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi PTPI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris maupun 
anggota Direksi yang sedang menjabat tidak pernah terlibat 
dalam perkara hukum apa pun, yang melibatkan dirinya dalam 
kedudukannya masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris 
dan anggota Direksi PTPI.

Perkara Hukum yang Dihadapi oleh 
Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Anak Perusahaan PTPI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan 
Anggota Direksi Anak Perusahaan PTPI yang sedang menjabat 
tidak pernah terlibat dalam perkara hukum apa pun, yang 
melibatkan dirinya dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan 
Komisaris maupun anggota Direksi Anak Perusahaan PTPI.

Dampak Perkara Hukum bagi PTPI dan Anak Perusahaan
Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi PTPI dan Anak 
Perusahaan sepanjang tahun 2025 tidak berdampak secara 
material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha PTPI 
dan Anak Perusahaan.

Legal Cases Faced by Members 
of the Board of Commissioners 
and Directors of PTPI

Throughout 2025, all incumbent members of the Board of 
Commissioners and Board of Directors were not involved in 
any legal cases involving them in their respective positions as 
members of the Board of Commissioners and Board of Directors 
of PTPI.

Legal Cases Faced by Members of 
the Board of Commissioners and 
Directors of PTPI’s Subsidiaries

Throughout 2025, all incumbent members of the Board of 
Commissioners and Board of Directors of PTPI’s Subsidiaries were 
not involved in any legal cases involving them in their positions 
as members of the Board of Commissioners or Board of Directors 
of PTPI’s Subsidiaries.

Impact of Legal Cases on PTPI and Subsidiaries
All legal cases faced by PTPI and its Subsidiaries throughout 
2025 did not have a material impact on the position and business 
continuity of PTPI and its Subsidiaries.


